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Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4, 

pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten, dipandang 
perlu menetapkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia tentang Komisi Banding Paten. 

 b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini 
dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas Komisi Banding 
Paten. 

 
Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran 

Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3398); 

  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Nomor 
3680); 

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 
tentang Komisi Banding Paten. (Lembar Negara Tahun 1995 Nomor 
54, Tambahan Lembar Negara Nomor 3606); 

  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen; 

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-
HC.02.10 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan 
Banding Paten; 

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-
PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten; 

  7. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik 
Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2000 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan 
Republik Indonesia. 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING PATEN. 



PERTAMA :  Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 
sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Banding Paten. 

 
KEDUA :  Ketua Komisi Banding Paten diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) 

tahun, sedangkan para Anggota diangkat untuk masa jabatan 1 
(satu) tahun. 

 
KETIGA :  Ketua dan para Anggota Komisi Banding Paten mempunyai tugas dan 

wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten, 
dengan pengertian bahwa untuk setiap sidang pemeriksaan banding 
akan dibentuk sebuah majelis yang terdiri dari paling kurang 3 
(tiga) orang, dan dipimpim oleh Ketua Komisi Banding dengan para 
anggota yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual dari daftar Anggota Komisi Banding berdasarkan 
Keputusan ini. 

 
KEEMPAT :  Wakil Ketua melaksanakan tugas menggantikan Ketua Komisi Banding 

dalam hal Ketua Komisi Banding karena sesuatu hal berhalangan 
untuk memimpin majelis pemeriksaan banding, sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 ayat(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 31 
Tahun 1995. 

 
KELIMA :  Mengangkat Kepala Seksi Administrasi Komisi Banding Direktorat 

Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena 
jabatannya (ex officio) sebagai Sekretaris Komisi Banding dengan 
tugas dan fungsi kesekretariatan dan oleh karena itu tidak ikut 
dalam pengambilan keputusan oleh sidang pemeriksaan banding. 

 
KEENAM :  Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan Komisi Banding 

Paten dibebankan kepada Anggaran Belanja Rutin Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia. 

 
KETUJUH :  Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001 dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. 

 
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
       Ditetapkan    di Jakarta 
       Pada tanggal  1 November 2000 
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Ketua (merangkap  :  Prof.Dr. Wiranto Arismunandar 
anggota)  
 
 
Wakil Ketua  :  Prof.Dr. Goeswin Agoes 
(merangkap Anggota) 
 
 
Anggota  :  ~ Prof.Dr.Soegijardjo Soegijoko 
   ~ Dr.Ir. Tati Latifah ER Mengko 
   ~ Ir. JH Simanjuntak 
   ~ Ita Gambiro, SH 
   ~ Ir. Oskar Simanullang 
   ~ Dra. Erni Widhyastary 
   ~ Ir. Syafruddin 
   ~ Ir. Razilu 
   ~ Drs. Emra Tarigan 
 
 
Sekretaris : Kepala Seksi Administrasi Komisi Banding, 
  Direktorat Paten, 
   Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
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